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RIDWAN: R100100011, Politik Hukum Adat Bima:  Dari Sintesis, 
Transplantasi, Hingga Konservasi Hukum.Program Studi Magister Ilmu Hukum 
Program Pascasarajana Universitas Muhammadiya Surakarta. Tujuan peneltian ini 
adalah untuk mengetahui pola perkembangan hukum adat Bima dan melihat 
bagaiman politik hukum adat Bima serta eksistensinya pasca reformasi, sehingga 
diketahui kecenderungannya. Jenis penelitian adalah non-doctrinal atau socio 
legal (kualitatif), dengan pendekatan sejarah dan yuridis (historical and juridical 
approach), Data yang digunakan terdiri atas, data primer dan data sekunder. Hasil 
dari penelitian menemukan; (1) pola perkembangan hukum adat Bima terdapat, a) 
sitensis hukum, yaitu ketika hukum adat dan hukum Islam bertemu lalu saling 
mengisi, dan tidak terdapat  konfrontasi diantara keduanya, b) transplantasi 
hukum, terjadi ketika sistem hukum kolonial merangsek ke dalam tatanan lokal 
dengan membatasi kewenangan lembaga peradilan Islam, yang menyebabkan 
kekosongan hukum, c) Integrasi hukum, ketika pemerintah pusat membangun 
politik hukum keseragaman lewat kodivikasi dan univikasi, (2) ketika reformasi 
berhembus, hukum adat Bima terpositivisasi, lewat berbegai bentuk kebijakan, 
seperti perda, (3) adalah komunitas masyarakat Donggo yang yang sampai saat ini 
masih menjalankan hukum adat, dengan segala kelentunturan dan berbagai bentuk 
sanksinya, mulai dari di nasehati, di nikahkan secara paksa, di pukul, di ‘baja’ (di 
arak keliling kampung), sampai pada pemberian sanksi ganda. Bertahannya 
hukum adat di Donggo akibat langsung dari upaya konservasi oleh berbagai 
pihak, poin dua dan tiga selain menjadi pola perkerkembangan hukum adat Bima 
(positivisasi dan konservasi) juga menjadi kecenderunganya pasca reformasi.  
 


























RIDWAN: R100100011, Politik Hukum Adat Bima:  Dari Sintesis, 
Transplantasi, Hingga Konservasi Hukum. Student of Master of Law of 
Graduate Program Muhammadiyah University of Surakarta 2012. The purpose of 
this is to achieve the development route of adaetrech of Bima, and to show how is 
the Bimanese ethnic in the contekcs of its politic of law within its existene after 
revormation, thus the intention of that idea could be understood. The type of this 
tudy is non-doctrinal or socio legal research (qualitative), with historical and 
juridical approach, the dat utilizet were consists of primary data and secondary 
data. The result of this study founds; (1) the development route of Bima adatrech 
was consist of, a) the synthesis of law when the adatrech and the Islamic law is 
faces and acculturate each and other, and there is no conrotation among them, b) 
the process of transplantation has been happening when the system of colonial law 
infiltrates the local system though limiting the authority of Islam juridical 
institution where it impacts to the emptiness of law itself, c) law integration, when 
the central of government estabilishes the political law through codivication  and 
univication foundations, (2) when the flows of reformation, the law of Bima 
adatrech has constructed in pocitivistic through the from regional rules, (3) there 
was Donggo’s social of community who still runs the and adatrech itself, it is 
held with the all of its dynamic and the from of punishment, starting from the 
advisement, marrying, bitten, then ‘baja’ (rounded on the street), until giving the 
double punishment. The robustness of adatrech in Donggo has been established as 
the development route of adatrech of Bima (through the positivistic and 
conservation) have also being the tendentions after revormation. 
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